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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas perbedaan bentuk hukum serta kedudukan Peraturan 
Menteri dan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia, dalam konteks hierarki 
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui 
pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan teori hukum, ditemukan bahwa Peraturan Daerah memiliki legitimasi yang lebih kuat 
karena dibentuk oleh kepala daerah bersama DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat 
daerah atau legislatif act. Sementara itu, Peraturan Menteri adalah produk hukum yang 
dibentuk oleh pejabat eksekutif tanpa keterlibatan legislatif, atau eksekutif act, dan tidak 
dicantumkan secara eksplisit dalam hierarki hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1), sehingga secara kedudukan berada di bawah Peraturan Daerah. Meski demikian, 
dalam praktiknya Peraturan Menteri kerap mengatur norma eksternal yang berdampak luas 
dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dengan Peraturan Daerah dan menjadi salah 
satu penyebab overregulation. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem 
hukum dan mengaburkan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri. Oleh karena itu, 
diperlukan langkah konkret berupa penghapusan Peraturan Menteri sebagai instrumen 
normatif yang mengatur norma eksternal. Pengaturan tersebut seharusnya dialihkan ke 
dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, sedangkan norma yang bersifat internal 
administratif dapat diakomodasi melalui Instruksi Menteri. Penataan ini diharapkan dapat 
memperjelas struktur hierarki peraturan perundang-undangan, menghindari tumpang tindih 
kewenangan antara pusat dan daerah, memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, serta 
memperkuat sistem hukum nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kata Kunci: Sistem Hukum Indonesia, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, 
Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Otonomi Daerah 
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ABSTRACT 

This research discusses the differences in legal form and status between Ministerial 
Regulations and Regional Regulations within the Indonesian legal system, in the context 
of the hierarchy of legislation as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 
of 2011 concerning the Formulation of Laws and Regulations. Using a normative juridical 
approach by examining statutory provisions and legal theories, the study finds that 
Regional Regulations have stronger legitimacy because they are enacted jointly by 
regional heads and regional legislative councils (DPRD) as legislative acts. In contrast, 
Ministerial Regulations are legal products issued by executive officials without legislative 
involvement (executive acts), and are not explicitly listed in the legal hierarchy as referred 
to in Article 7 paragraph (1), thus placing them below Regional Regulations in terms of 
legal standing. However, in practice, Ministerial Regulations often regulate external 
norms with wide-reaching impact and may even conflict with Regional Regulations, 
contributing to overregulation. This causes disharmony in the legal system and blurs the 
principle of legal certainty. This research concludes that Regional Regulations hold a 
higher legal status than Ministerial Regulations. Therefore, concrete steps are needed to 
eliminate Ministerial Regulations as normative instruments regulating external norms. 
Such regulation should instead be incorporated into Government Regulations as 
implementing regulations of the law, as stipulated in Article 5 paragraph (2) of the 1945 
Constitution, while internal administrative norms may be accommodated through 
Ministerial Instructions. This legal structuring is expected to clarify the hierarchy of 
legislation, prevent overlapping authority between central and regional governments, 
strengthen regional autonomy implementation, and reinforce the national legal system 
within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 
Keywords: Indonesian Legal System, Legislative Hierarchy, Regional Regulations, 
Ministerial Regulations, Government Regulations, Regional Autonomy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Plato dalam bukunya berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Inggris menjadi “The Laws”, menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

negara yang baik bergantung pada pengaturan (hukum) yang baik.1 Hal ini 

kemudian dipertegas oleh Aristoteles yang mengemukakan pandangan Plato 

tentang negara hukum, bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki 

konstitusi dan kedaulatan hukum. Dalam negara hukum, setiap sikap tindakan 

pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van het 

bestuur). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia ditetapkan sebagai 

negara hukum, dan sebagai akibatnya, segala bentuk pemerintahan harus diatur 

oleh hukum. 

Filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan 

dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra 

hukum) yang terkandung dalam Pancasila.2 Hal ini bertujuan agar hukum dapat 

 
1 Lihat Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi 

kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. 
2 Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan 

Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia", Jurnal 
Education and Development, Vol.10 No.1 (2022), hlm. 548. 
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mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Landasan 

filosofis peraturan perundang-undangan mencakup norma hukum yang 

diidealkan masyarakat, yang menjadi arah bagi cita-cita luhur kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Sebagai negara yang mengedepankan hukum, 

Indonesia mencerminkan komitmen untuk melaksanakan sistem hukum yang 

berkeadilan dan teratur. Hukum dalam konteks ini, bukan sekedar kumpulan 

aturan yang berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu struktur yang 

terorganisir dari berbagai komponen atau elemen yang saling terhubung secara 

erat. Dengan demikian, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh, di 

mana setiap bagian atau unsur-unsurnya saling berkaitan erat satu sama lain dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.3  

Setidaknya terdapat lima sistem hukum yang dikenal di dunia, yakni sistem 

hukum Civil Law, sistem hukum Common Law, sistem hukum Islam, sistem 

hukum sosialis, sistem hukum adat dan lain sebagainya. Sistem hukum di 

Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. 

Pada saat dekade awal kemerdekaan, Indonesia mulai menerapkan sistem hukum 

Civil Law yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda pada masa penjajahan. 

Indonesia mengacu pada sistem Civil Law yang lebih memprioritaskan peraturan 

tertulis, seperti undang-undang yang menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi 

 
3 Akhmad Nikhrawi Hamdi, 2022. Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia, Banjarmasin: 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, hlm. 4. 
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oleh warga negaranya.4 Sistem hukum Civil Law meletakan konstitusi pada 

urutan tertinggi dan memiliki kekuatan mengikat karena hukum tersebut tertulis 

dan tersusun secara sistematis, lengkap, dan komprehensif. Prinsip utama dari 

sistem ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuasaan mengikatnya karena 

peraturannya disusun dalam bentuk undang-undang secara sistematis. Kepastian 

hukum menjadi tujuan utama dalam sistem hukum ini. 

Berbeda dengan sistem Civil Law, sistem hukum Common Law 

berkembang di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Ciri 

utama sistem ini adalah putusan pengadilan (judicial precedents) yang mengikat 

kasus serupa di masa mendatang, dengan hakim memegang peran utama dalam 

pembentukan hukum. Hukum dalam sistem ini lebih fleksibel karena bergantung 

pada interpretasi dan praktik pengadilan, bukan hanya pada peraturan tertulis, 

sehingga lebih dinamis dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan 

budaya.5 Meskipun Indonesia menganut sistem hukum Civil Law, pengaruh 

Common Law tetap terlihat dalam praktik peradilan, terutama melalui konsep 

yurisprudensi, di mana putusan pengadilan sebelumnya dapat dijadikan referensi 

dalam perkara yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum 

Indonesia lebih mengedepankan aturan tertulis, elemen fleksibilitas dan preseden 

 
4 Tri Bowo Hersandy Febrianto, "Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia", 

Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 236. 
5 Tri Bowo Hersandy Febrianto, Op.Cit., hlm. 238. 
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hukum dari Common Law turut berkontribusi dalam pengembangan sistem 

peradilan di Indonesia. 

Dalam menganalisis sistem hukum, terdapat Teori Lawrence Friedman 

menekankan bahwa sistem hukum yang efektif harus memiliki keseimbangan 

antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika salah satu 

elemen tidak berfungsi dengan baik, sistem hukum akan mengalami disfungsi. 

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, teori ini menunjukkan 

bahwa keberadaan suatu norma hukum tidak hanya bergantung pada aturan 

tertulis (substansi), tetapi juga pada bagaimana lembaga yang berwenang 

menjalankan fungsinya (struktur) serta bagaimana norma tersebut dipahami dan 

dipatuhi oleh masyarakat (budaya hukum). Ketidakharmonisan dalam sistem 

peraturan perundang-undangan sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi 

antara ketiga unsur ini.6 Misalnya, ketika struktur hukum tidak berfungsi secara 

optimal, lembaga pembentuk peraturan dapat menghasilkan kebijakan yang 

tumpang tindih atau bertentangan dengan hierarki hukum yang ada. Begitu pula 

jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung, aturan yang telah disusun 

secara sistematis tetap tidak akan efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya harus 

berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada bagaimana peraturan itu 

dibentuk, diterapkan, dan diterima dalam praktik sosial. 

 
6 Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrenv=ce M. Friedman dalam 

Hukum Indonesia”, Jurnal Universitas Bung Karno Vol. 2 No.1 (2023), hlm. 197-198. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat teori yang dikemukakan oleh Hans 

Kelsen yaitu teori stufenbau di mana memberikan pemahaman yang kuat dalam 

memahami hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori ini 

menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah 

berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada 

norma hukum yang tertinggi, dan norma hukum yang tertinggi harus berpegang 

pada norma hukum yang paling dasar.7  Dengan demikian, setiap peraturan di 

Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma dasar, 

harus saling mendukung dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh 

hukum yang lebih tinggi. 

Untuk memahami teori stufenbau tersebut, harus dihubungkan dengan 

ajaran Hans Kelsen yang lain yakni teori hukum murni (the pure theory of law), 

yang menurutnya hukum tidak boleh dicampur dengan elemen-elemen lain, 

seperti ekonomi, sosiologi dan sebagainya, karena hukum merupakan sistem 

yang mandiri dan hierarki. Lalu dalam kaitannya dengan ajaran teori hukum 

murni, Hans Kelsen menambahkan bahwa hukum itu adalah “command of the 

sovereign” atau kehendak yang berkuasa, yang artinya setiap norma hukum 

merupakan hasil dari pihak yang memiliki kekuasaan sah untuk menetapkannya 

 
7 Dewi Haryanti, "Kontruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di 

Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau", Kontruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan 
Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau, Vol. 2 No. 2 (2015), hlm. 271. 
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dan wajib dipatuhi oleh masyarakat.8 Lebih lanjut, Hans Kelsen menjelaskan 

bahwa hukum dianggap sah apabila dibuat oleh otoritas yang berwenang 

membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini 

norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi 

(superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang membentuk hierarki, dimana norma 

yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma 

yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, 

demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang bersifat meta yuridis. Dalam 

teori stufenbau tersebut, kelsen mengemukakan bahwa puncak dari “stufenbau” 

adalah kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah 

fundamental dari sebuah negara. Kaidah fundamental tersebut disebut 

“grundnorm” yang bersifat abstrak, umum, dan hipotesis.9 

Dengan demikian, teori stufenbau dari Hans Kelsen dapat diterapkan 

dengan jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut teori ini, sistem hukum 

diibaratkan sebagai bangunan bertingkat di mana setiap norma hukum harus 

bersumber dan memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi. Norma-norma 

yang berada di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih 

 
8 Bagir Manan, 2004. Teori dan Politik Konstitusi, cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII 

Press, hlm. 203. 
9 Nita Ariyani, "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Teori Dan Praktik Ketatanegaraan Di 

Indonesia", Jurnal Justiciabelen, Vol. 1 No. 2 (2018), hlm. 271. 
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tinggi. Konsep ini berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keselarasan sistem 

hukum secara keseluruhan.10 

Dalam konteks hierarki hukum Indonesia, stufenbau direfleksikan melalui 

urutan peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berada pada puncak. Sebagai 

hukum dasar negara, UUD NRI 1945 merupakan fundamental law yang menjadi 

sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap 

peraturan, mulai dari Ketetapan MPR, hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 

harus sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip ini mengacu pada asas lex 

superiori derogate legi inferiori, yang berarti peraturan yang lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terjadi konflik. Apabila 

peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, 

maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum 

(van rechtswege nietig).11 Penerapan prinsip ini memastikan bahwa setiap 

tingkatan dalam peraturan perundang-undangan memiliki keabsahan yang jelas 

berdasarkan sumber normatif yang lebih tinggi, dan tentunya mendukung 

terciptanya kepastian hukum serta tatanan hukum Indonesia yang harmonis. 

Mengenai tingkatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, 

setiap peraturan dirancang berdasarkan prinsip pada hierarki yang menjamin 

 
10 Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

Undangan: Permasalahan Dan Solusinya", Journal Undip, Vol. 47 No. 1, (2018), hlm. 5. 
11 Ni’matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-

Undangan”, Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1, (2006), hlm. 29. 
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keteraturan dan keselarasan dalam penyusunan hukum. Setiap jenis peraturan 

memiliki tingkatan yang berbeda, dengan tujuan utama memastikan kesesuaian 

antara peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan peraturan yang tingkatnya 

lebih tinggi. Lebih lanjut, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia 

secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan diatur pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 

12 Tahun 2011. Merujuk pada Pasal tersebut, jenis peraturan perundang-

undangan yang termasuk dalam hierarki telah diurutkan sesuai dengan 

kedudukannya mulai dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah 

antara lain sebagai berikut:12 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Pasal 7 ayat 1. 
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Selanjutnya, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, di mana yang 

dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan 

perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.13 Tentunya kebijakan tersebut dibuat 

agar dalam implementasinya tidak terjadi tumpang tindih atau konflik dalam 

penerapan hukum di masyarakat. Dengan adanya hierarki yang jelas, masyarakat 

dapat memahami tingkat kepentingan dan kekuatan dari setiap jenis peraturan 

yang berlaku, sehingga dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan 

aturan hukum yang ada. 

Selain peraturan yang memiliki kedudukan jelas dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, terdapat juga peraturan-peraturan lain di luar hierarki 

tersebut. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 mengatur mengenai 

berbagai jenis peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri.14 Peraturan 

Menteri diakui secara yuridis sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, 

sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, sehingga memberikan dasar 

 
13 Ibid, Pasal 7 ayat 2. 
14 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Pasal 8 ayat 1. 
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hukum bagi keberadaannya. Walaupun, kedudukan pastinya dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas.15 

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang 

menyatakan bahwa, “peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.16 Berdasarkan pernyataan tersebut, 

maka Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang 

peraturan tersebut dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang sah. Akan tetapi, merujuk 

pada frasa “dibentuk berdasarkan kewenangan”, dalam ketentuan ini sering kali 

menimbulkan kekacauan dalam pemaknaannya.17 Seolah melalui ketentuan pasal 

tersebut setiap lembaga yang diakui dalam pasal ini, diberikan atribusi 

kewenangan untuk mengatur atau membentuk peraturan perundang-undangan, 

tanpa adanya undang-undang lain yang mengatribusikan kewenangan tersebut. 

Akibatnya, dari penafsiran yang tidak tepat terhadap pasal ini dapat 

 
15 Juwita Putri Pratama, dkk, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap 

Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Konstitusi, Vol 19, 
No. 4 (2022), hlm. 872. 

16 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Pasal 8 ayat 2. 

17 Ubaiyana dan Mar’atun Fitriah, 2021, “Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian 
Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU12/2011”, Jurnal Hukum, Vol. 33, No. 2, 
Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 2. 
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menyebabkan ketidakpastian dalam sistem hukum, terutama terkait kewenangan 

lembaga untuk mengeluarkan peraturan yang berada di luar hierarki yang jelas. 

Selain itu, meskipun Peraturan Menteri diakui keberadaannya, dan 

kedudukannya dalam hierarki tidak disebutkan secara spesifik. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait statusnya bila dibandingkan dengan 

peraturan lain yang sudah jelas posisinya dalam sistem perundang-undangan. 

Pengaturan yang tidak tegas ini membawa ketidakpastian terhadap kedudukan 

Peraturan Menteri, hal inilah yang kemudian mengakibatkan sulitnya menakar 

tinggi rendahnya kedudukan dari Peraturan Menteri terutama ketika dihadapkan 

dengan Peraturan Daerah.18 

Secara yuridis jika merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 

ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dapat 

diketahui bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan 

perundang-undangan yang secara tegas diatur dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan. Sehingga dalam konteks ini, Peraturan Daerah memiliki 

posisi dan kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan 

Menteri. Ini berarti bahwa dalam struktur hierarki, Peraturan Daerah seharusnya 

menduduki posisi yang lebih tinggi dan memiliki otoritas yang lebih kuat dalam 

pengaturan hukum di wilayahnya. Akan tetapi dalam praktiknya, Peraturan 

Menteri dinilai dan dilihat memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dari pada 

 
18 Juwita Putri Pratama, dkk, Op.Cit., hlm. 867. 
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Peraturan Daerah.19 Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan dan kontradiksi 

dalam penerapan hukum, yang seharusnya diatur dengan jelas oleh ketentuan 

yang ada. 

Pada penerapannya, terkadang Peraturan Menteri menimbulkan anggapan 

yakni memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dari pada Peraturan Daerah. Hal ini 

mengingat kedudukan Menteri sebagai pembantu presiden yang berkedudukan di 

Pemerintah Pusat, maka daya jangkau atau ruang lingkup Peraturan Menteri 

berlaku secara nasional. Selain itu, dalam praktiknya terdapat kecenderungan 

yang di mana Peraturan Menteri ditempatkan lebih tinggi posisinya dari 

Peraturan Daerah. Hal ini terlihat dari beberapa Peraturan Daerah yang dalam 

konsiderans mengingatnya mencantumkan Peraturan Menteri lebih atas dari pada 

Peraturan Daerah, seolah menjadikannya sebagai rujukan utama dalam 

pembentukan Peraturan Daerah. Lalu pada sejumlah ketentuan dalam beberapa 

Peraturan Menteri mendelegasikan pengaturan lebih lanjut di tetapkan dengan 

Peraturan Daerah. Tentunya dengan adanya hal ini, berpotensi menimbulkan 

persepsi bahwa Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan ketentuan pada 

Peraturan Menteri. Sehingga suatu Peraturan Menteri mengikat setiap daerah, 

artinya daerah mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah diatur oleh menteri. 

Sedangkan Peraturan Daerah hanya berlaku secara lokal, untuk peraturan daerah 

 
19 Tesano, "Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam 

Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", 
Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, Vol. 53 No.9 (2011), hlm. 1-18. 
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provinsi hanya berlaku untuk provinsi yang bersangkutan saja dan tidak 

menjangkau provinsi-provinsi lainnya, begitu juga terhadap Peraturan Daerah 

yang dibentuk oleh kabupaten maupun kota.20 Kondisi tersebut menunjukkan 

adanya ketidakjelasan posisi Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ruang gerak 

otonomi daerah dalam menyusun aturan sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Hal 

ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana relasi antara Peraturan Menteri 

dan Peraturan Daerah seharusnya diposisikan dalam sistem hukum nasional. 

Permasalahan semakin relevan apabila kita kaitkan dengan teori otonomi 

daerah seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 5, dan ayat 6 

menyatakan sebagai berikut:21  

1. Pasal 18 ayat 1 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang”.  

2. Pasal 18 ayat 2 

 
20 Ibid. 
21 Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pasal Pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 5, dan ayat 6. 
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“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan”.  

3. Pasal 18 ayat 5 

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat”.  

4. Pasal 18 ayat 6 

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.  

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dipahami 

bahwa, Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas 

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi 

Daerah.22 Dengan demikian, sistem otonomi daerah atau desentralisasi tersebut 

menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan sebagian 

kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri 

sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam struktur pemerintahan, gubernur yang 

 
22 Amam Ma’arij, "Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah", Tajdid: Jurnal Pemikiran Dan 
Kemanusiaan, Vol. 4 No.2 (2020), hlm. 197. 
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memimpin di tingkat provinsi bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini 

menunjukkan bahwa gubernur berada di bawah presiden dalam hierarki 

pemerintahan, yang membuat pada saat yang sama, hubungan antara gubernur 

dan menteri yang merupakan pembantu presiden di tingkat pusat adalah sejajar 

setara. Sehingga menciptakan situasi di mana gubernur dan menteri memiliki 

tanggung jawab yang sebanding dalam menjalankan fungsi pemerintahan 

mereka. 

Kesetaraan dalam hubungan ketatanegaraan ini memengaruhi produk 

hukum yang dihasilkan oleh kedua lembaga tersebut. Produk hukum yang 

dimaksud adalah Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh gubernur bersama 

DPRD yang memiliki makna legislasi (parlemen) yang berarti peraturan yang 

disusun berdasar kehendak masyarakat lokal yang direpresentasikan oleh DPRD, 

selain itu Peraturan Daerah memiliki kewenangan atribusi langsung dari UUD 

1945 yang termaktub dalam Pasal 18 ayat 6. Sedangkan Peraturan Menteri yang 

dikeluarkan oleh Menteri merupakan peraturan yang bersifat kebijakan (policy 

rules) pemerintah pusat dan delegasi dari aturan yang lebih tinggi, selain itu 

Peraturan Menteri adalah produk regulasi yang merupakan bagian dari lembaga 

eksekutif karena bertindak sebagai pembantu Presiden. Berbeda dengan 

Peraturan Daerah yang merupakan produk legislasi karena dibentuk melalui 

proses legislasi di tingkat daerah, yang melibatkan pembuatan, pembahasan, dan 

pengesahan oleh lembaga legislatif daerah yakni DPRD. 
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Produk hukum yang dihasilkan dari perspektif hukum (yuridis) dan 

masyarakat (sosiologis) dari keberadaan kedua jenis peraturan ini dapat saling 

memengaruhi. Meskipun keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam 

konteks hubungan ketatanegaraan, dalam praktiknya, produk hukum mereka 

sering kali menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kedudukan 

masing-masing dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dari perspektif 

yuridis, Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh gubernur bersama DPRD, 

memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam hierarki peraturan perundang-

undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Sebaliknya, Peraturan Menteri, meskipun diakui dalam Pasal 8 ayat 1 undang-

undang tersebut, tidak secara tegas disebutkan dalam hierarki, sehingga 

menimbulkan ketidaktegasan mengenai kedudukannya. 

Ketidakjelasan ini menjadi lebih rumit ketika peraturan-peraturan tersebut 

diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Secara sosiologis, masyarakat dan 

aparat pemerintahan melihat Peraturan Menteri sebagai peraturan yang lebih kuat 

dan luas cakupannya dibandingkan Peraturan Daerah.23 Hal ini terjadi karena 

peraturan yang dikeluarkan oleh menteri berlaku di seluruh wilayah Indonesia, 

sementara Peraturan Daerah terbatas pada wilayah tertentu. Pemahaman ini 

menciptakan anggapan bahwa Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum lebih 

tinggi. Akibatnya, muncul konflik dalam penerapan kedua jenis peraturan 

 
23 Tesano, Op.Cit., hlm. 12. 
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tersebut. Situasi ini menyebabkan adanya kebingungan (diskursus) mengenai 

kedudukan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hierarki hukum. 

Karena dalam penerapannya, peraturan setingkat peraturan menteri dapat 

mengesampingkan Peraturan Daerah, sehingga merugikan kepentingan lokal 

yang diatur dalam Peraturan Daerah. Kebingungan ini menjadi tantangan bagi 

penegakan hukum dan implementasi otonomi daerah, karena bisa menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

menjalankan kebijakan mereka. 

Dengan memahami konteks hubungan antara Peraturan Daerah dan 

Peraturan Menteri, penting untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana kedudukan 

dan interaksi kedua jenis peraturan ini dalam tatanan hukum Indonesia. 

Keseimbangan antara Peraturan Daerah yang bersifat lokal dan Peraturan 

Menteri yang memiliki cakupan nasional sering kali menimbulkan ketidakpastian 

dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai kedudukan dan wewenang masing-masing peraturan menjadi kunci 

dalam memastikan kepastian hukum yang lebih baik di Indonesia, sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih yang merugikan penerapan hukum di berbagai 

tingkat pemerintahan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari Latar Belakang di atas, maka adapun Rumusan 

Masalah yang penulis akan bahas dalam tesis ini yaitu:  

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam 

sistem hukum Indonesia? 

2. Bagaimana seharusnya eksistensi dan kedudukan Peraturan Menteri 

terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan pada uraian Latar Belakang dan Rumusan Masalah, yang 

menjadi Tujuan Penelitian dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah 

dalam sistem hukum Indonesia. 

2. Untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan Peraturan Menteri terhadap 

Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis 

dan praktis, sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 
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1. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya 

dalam konteks hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Pusat. 

2. Memberikan pandangan baru bagi peneliti selanjutnya terkait isu 

hukum yang sama; 

3. Menjadi sumbangan bacaan dan informasi kepustakaan bagi 

akademisi hukum. 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

bahan masukan Pemerintah untuk memperbaiki atau merumuskan 

kebijakan yang lebih menyeluruh terkait dengan hubungan antara 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat; 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan 

baru dan informasi kepada pembaca terkait kedudukan dan interaksi 

antara Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri dalam konteks 

hierarki peraturan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap 

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 
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E. Kerangka Teori 

1. Grand Theory (Teori Negara Hukum) 

Grand theory dapat dipahami sebagai kerangka dasar yang 

digunakan untuk membangun hipotesis dalam penelitian, yang 

memberikan dukungan dan penjelasan yang diperlukan untuk memahami 

fenomena yang diteliti serta membantu peneliti dalam merumuskan 

argumen dan memberikan keabsahan pada hasil penelitian yang 

diperoleh.24 

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Negara Hukum. Menurut seorang ahli dari Jerman yakni Friedrich Julius 

Stahl, ia menerangkan bahwa negara hukum atau rechtsstaat harus 

mempunyai 4 karakteristik yakni, adanya perlindungan Hak Asasi 

Manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, terdapat 

pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan, dan adanya 

peradilan yang bebas.25 Dengan begitu, konsep yang dikemukakan 

Friedrich Julius Stahl ini merujuk kepada konsep negara hukum di mana 

pemerintah mengoperasikan suatu negara berdasarkan hukum dan tidak 

bertindak sewenang-wenang kepada warga negara, sehingga menekankan 

 
24 Yusuf Abdhul Azis, “Apa itu Grand Theory: Jenis, Cara Menentukan dan Contoh”, 

deepublish store, 29 Mei 2023, Apa itu Grand Theory: Jenis, Cara Menentukan Dan Contoh - 
Deepublish Store , di akses pada 3 Desember 2024 Pukul 16:33 WIB. 

25 Sayuti, “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi 
Islam dan Kemasyarakatan Vol. 4 No.2 (2011), hlm. 92. 

https://deepublishstore.com/blog/apa-itu-grand-theory/?utm_source=perplexity
https://deepublishstore.com/blog/apa-itu-grand-theory/?utm_source=perplexity
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proses pemerintahan untuk tunduk pada hukum. Sedangkan terdapat ahli 

lain yakni Albert Venn Dicey yang mengutarakan bahwa terdapat 3 pokok 

kajian penting yang dikembangkan di Negara Hukum (The Rule of Law), 

yaitu: supremacy law atau hukum sebagai panglima; equality before the 

law atau persamaan di hadapan hukum; dan due process of law atau 

peradilan.26 Sehingga dengan demikian, prinsip A.V. Dicey ini 

menekankan bahwa hukum harus ditegakan secara konsisten dan tidak 

memihak kepada salah satu pihak, semua warga negara termasuk 

pemerintah wajib tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Gagasan dari kedua 

ahli tersebut, apabila digabungkan akan membentuk ciri-ciri negara hukum 

saat ini. Negara Hukum saat ini, di mana pada masa sekarang, negara 

hukum di cerminkan sebagai negara yang mempunyai aturan, tidak 

bertindak diskriminatif, melainkan bertindak dalam kerangka hukum yang 

jelas. 

Merujuk dari apa yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl 

dalam kaitannya dengan tesis ini, yang di mana Rechtsstaat atau negara 

hukum menjelaskan bahwa prinsipnya hukum itu adalah penguasa tertinggi 

sehingga negara harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Implikasinya dalam konteks Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri yakni 

 
26 Jumadi, “Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan 

Hukum”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Jurnal El-Iqtishady Vol. 1 No. 2 (2019), 
hlm. 20. 
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kedua peraturan tersebut tidak boleh mengatur sesuatu yang bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan kata lain harus sejalan 

dengan Undang-Undang Dasar. Apabila bertentangan, maka terdapat 

putusan pengadilan yang bebas dan tidak memihak akan membatalkan 

peraturan yang bertentangan tersebut. Hal ini dikarenakan, negara hukum 

konsep rechtsstaat digunakan dengan tujuan sebagai negara berdasarkan 

atas hukum27. 

Lalu berdasarkan prinsip dari A.V. Dicey yang mengembangkan 

konsep “The Rule of Law”, implikasi prinsip tersebut terhadap pembahasan 

tesis ini yaitu di mana baik Peraturan daerah dan Peraturan Menteri harus 

di tegakkan secara benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih 

tinggi. Setiap aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Menteri 

harus berdasarkan pada aturan dalam hierarki peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi (due process of law). Hukum sebagai Panglima 

(supremacy of law), jadi apabila ada ketimpangan dalam menjalankan suatu 

aturan (tidak di dasarkan pada peraturan yang lebih tinggi), maka hukum 

sebagai elemen terkuat bertindak sebagai pedoman tertinggi dalam 

menyelesaikan masalah. Hukum juga tidak memihak kepada orang atau 

golongan tertentu karena Hukum memandang kedudukan setiap orang itu 

sama (Equality before the law).28 

 
27 Sayuti, Op.Cit. 
28 Jumadi, Op.Cit. 



23 
 
 
 

 
 
 
 

Dengan demikian, teori negara hukum menurut Julius Stahl dan A.V. 

Dicey menekankan pentingnya supremasi hukum dan legalitas dalam setiap 

tindakan pemerintah. Keduanya berpendapat bahwa negara harus bertindak 

dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak diskriminatif, dengan hukum 

sebagai panglima yang mengatur seluruh kebijakan pemerintah. Dalam 

konteks Tesis ini, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Menteri harus 

sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 

peraturan yang dibuat oleh menteri atau gubernur, seperti peraturan menteri 

dan peraturan daerah, harus selalu berlandaskan pada konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Baik rechtsstaat ataupun 

rule of law, kedudukan baik peraturan daerah maupun peraturan menteri 

tidak boleh bertentangan dengan hukum, jika melanggar harus dibatalkan 

melalui pengadilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan prinsip 

negara hukum. 

2. Middle Range Theory (Teori Pembagian Kekuasaan) 

Middle Range Theory adalah teori yang menghubungkan hipotesis 

dengan teori besar yang masih abstrak dan memungkinkan analisis lebih 

spesifik dalam cakupan tertentu.29 Dalam penelitian ini, Middle Range 

Theory yang digunakan adalah teori pembagian kekuasaan. Teori 

pembagian kekuasaan merupakan teori yang dirancang untuk menghindari 

 
 

29 Yusuf Abdhul Azis, Op.Cit. 
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pemusatan kekuasaan pada salah satu pihak atau Lembaga. Terdapat 2 teori 

pembagian kekuasaan, yakni pembagian kekuasaan vertikal dan pembagian 

kekuasaan horizontal. 

Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan 

menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Teori pembagian kekuasaan 

horizontal di Tingkat pusat berlangsung antara lembaga-lembaga sederajat 

yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan pertama 

kali dipopulerkan oleh John Locke, yang mengusulkan agar kekuasaan di 

dalam negara dibagi menjadi beberapa organ negara yang memiliki fungsi 

berbeda-beda. Dalam teori ini, kekuasaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:30 

1. Kekuasaan Legislatif, kekuasaan perundang-undangan; 

2. Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, 

termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap 

undang-undang; 

3. Kekuasaan Federatif, kekuasaan yang berperan dalam melaksanakan 

hubungan luar negeri. 

Konsep ini kemudian dikembangkan kembali oleh Montesquieu yang 

ditemukan dalam buku herjudul 'l' esprit des lois' atau ‘the spirit of law'. 

Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu:31 

 
30 Nurul Huda, 2020. Hukum Lembaga Negara, cetakan kesatu, Bandung: PT Refika 

Aditama, hlm. 22. 
31 Nurul Huda, Op.Cit., hlm. 22. 
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1.    kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang; 

2.    kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; 

3.    kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi. 

Sedangkan pembagian kekuasaan vertikal merupakan pembagian 

kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu antara beberapa tingkatan 

pemerintahan dalam suatu negara. Sistem ini dirancang untuk mencegah 

pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau lembaga tertentu serta 

memastikan adanya distribusi kewenangan yang seimbang. Dalam 

praktiknya, pembagian kekuasaan vertikal mencerminkan distribusi 

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.32 Dalam 

konteks pembagian kekuasaan vertikal, kekuasaan eksekutif 

mencerminkan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah provinsi 

dan daerah kebupaten/kota dalam menjalankan pemerintahan. Untuk 

melaksanakan fungsi ini, diperlukan perangkat hukum berupa undang-

undang dan peraturan yang menjadi instrumen dalam menciptakan tatanan 

yang teratur, aman, dan kondusif.  

Pembagian kekuasaan bertujuan untuk menciptakan mekanisme 

checks and balances, yaitu sistem pengawasan antar lembaga agar tidak 

terjadi penyalahgunaan wewenang. Prinsip checks and balances dalam 

ketatanegaraan mengharuskan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

 
32 Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di 

Indonesia”, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1 (2018), hlm 174. 
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yudikatif memiliki status yang setara serta saling mengawasi. Dengan 

demikian, kekuasaan negara dapat dikendalikan, sehingga potensi 

penyalahgunaan oleh pejabat negara maupun individu dapat dicegah dan 

ditanggulangi.33 

Namun, dalam pelaksanaan Undang-Undang sebagai bagian dari 

kekuasaan eksekutif, penting untuk menegaskan wewenang antara 

pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 

1945 yakni pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Presiden berhak 

mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat.” Lalu pada ayat (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah 

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Dengan 

demikian pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan: 

Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Sementara itu, dalam Pasal 18 

ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah sesuai dengan lingkupnya 

masing-masing. 

 

 
33 Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", e-

Jurnal UNDIP, Vol. 45 No. 2 (2016), hlm. 159. 
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3. Applied Theory (Teori Otonomi Daerah dan Teori Hierarki 

Perundang-Undangan) 

Applied theory atau teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori otonomi daerah dan teori hierarki perundang-undangan. 

Otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah 

daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

sesuai asas otonomi dan Pembangunan.34 Mengenai teori otonomi daerah, 

sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada otonomi daerah. 

Otonomi daerah ini mencakup segala bidang urusan pemerintahan 

termasuk bidang hukum. Penegasan Indonesia sebagai negara yang 

menganut otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat 2 

Undang-Undang Dasar 1945 membawa dampak hukum yang sangat besar, 

terutama dalam kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat produk 

hukum daerah.  

Sebagaimana ahli hukum Munir Fuady menjelaskan bahwa ada dua 

jenis Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah daerah administratif dan 

Pemerintah Daerah Otonomi. Dimana dibentuknya Pemerintah 

Administratif disebabkan oleh Pemerintah Pusat yang tidak mungkin untuk 

dapat menyelenggarakan pemerintahan negara seluruhnya, maka 

dibentuklah Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintah 

 
34 Hendra Sudrajat, 2024. Otonomi Daerah dan Good Governance, Surabaya: CV. Mitra 

Mandiri Persada, hlm. 58. 
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Daerah ini berperan melaksanakan tugas administratif berdasarkan 

instruksi dan arahan dari Pemerintah Pusat. Sistem Pemerintahan Daerah 

Administratif didasarkan oleh asas dekonsentrasi, sedangkan sistem 

Pemerintahan Daerah Otonom didasarkan oleh asas desentralisasi yakni 

penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah.35 

Lalu mengenai pengertian hierarki perundang-undangan merujuk 

pada jenis dari aturan yang dibuat dan dibentuk oleh negara. Pembentukan 

susunan peraturan perundang-undangan harus merumuskan kemungkinan, 

kecenderungan dan kesempatan apa yang dapat terjadi di masa yang akan 

datang, dengan mempertimbangkan dan menganalisis segala kendala untuk 

meminimalisir timbulnya hambatan yang dapat dihadapi.36 Hierarki 

perundang-undangan itu mengikat secara umum yang di bentuk dan 

terbentuk oleh lembaga negara yang dalam susunannya peraturan yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Sehingga apabila tata urutan peraturan perundang-undangan tidak dikelola 

dengan baik, dapat menciptakan fragmentasi dalam pengambilan 

keputusan politik dan administrasi, serta berpotensi menimbulkan konflik 

antara berbagai kepentingan lokal dan kepentingan nasional yang lebih 

 
35 Fuady dalam Jeane Neltje Saly, dan Ermita Ekalia, "Status Perlindungan Hukum 

Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang", Universitas Tarumanegara: 
Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 1672. 

36 Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, 
Universitas Muhammadiyah Metro: Jurnal Muhammadiyah Law Review Vol. 2 No.2 (2018), 
hlm. 88. 
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besar.37 Menurut murid dari Hans Kelsen yakni Hans Nawiasky Conyers 

yang mengembangkan teori milik gurunya yakni teori jenjang norma, di 

mana dalam bukunya yang berjudul “Allgemeine Rechtslehre”, suatu 

norma hukum berlapis dan berjenjang, di mana norma yang di bawah 

berlaku berdasarkan dan bersumber dari pada norma yang lebih tinggi 

hingga sampai norma pada lapisan yang tertinggi sebagai norma dasar.38 

Peraturan perundang-undangan tersusun secara hierarkis dan 

mengandung suatu konsekuensi hukum yakni bahwa suatu peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas 

hukum yaitu asas lex superior derogate inferiori, di mana hukum yang 

lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatnya lebih rendah.39 Secara 

teoritik, tata susunan hierarki peraturan perundang-undangan dapat 

dikaitkan dengan ajaran dari Hans Kelsen mengenai Stufenbau des Recht 

yang di mana bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan yang 

berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari 

kaidah yang lebih tinggi.40 Hal tersebut sesuai dengan konsep hierarki 

 
37 I. Matitaputty Marlien, "Desentralisasi Dan Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah 

Di Indonesia", Universitas Pattimura Ambon: Jurnal SASI Vol. 18 No.1 (2012), hlm. 24. 
38 Michael Frans Berry, Op.Cit. 
39 Ni’matul Huda, Op.Cit. hlm. 33. 
40 Ni’matul Huda, Op.Cit. hlm. 33. 
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peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. 

Dalam proses penerapannya, hierarki perundang-undangan 

melibatkan pembagian kewenangan antara undang-undang yang berposisi 

di tingkat Pusat, dengan produk-produk pemerintahan tingkat daerah, 

contohnya seperti Peraturan Daerah. Keduanya memperlihatkan terdapat 

hubungan hierarkis dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

dan administrasi dari tingkat pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih 

rendah, dan hal ini juga sangat berkaitan dengan aspek politik.   

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini 

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah 

proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai 

norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum 

dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang 

diteliti.41  

 
41 Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram Uniersity Press, hlm. 47-

48. 
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Dengan demikian, penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk 

menganalisis sumber-sumber hukum, seperti undang-undang dan doktrin, 

guna memahami dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum 

yang diangkat dalam tesis ini. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk mendukung pencapaian tujuan dalam penelitian ini, penulis 

memutuskan untuk menerapkan metode pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundangan-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua 

peraturan perundang-undangan dan aturan terkait yang relevan 

dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach) memandang hukum sebagai sistem 

yang tertutup dengan ciri-ciri berikut:42 

1. Komprehensif, artinya norma-norma hukum di dalamnya 

saling berhubungan secara logis; 

2. Inklusif, menunjukkan bahwa kumpulan norma tersebut cukup 

untuk menangani permasalahan hukum yang ada, sehingga 

tidak ada celah hukum; 

 
42 Ibid, hlm. 56. 
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3. Sistematic, bahwa norma-norma hukum saling terkait dan 

disusun dengan teratur. 

Pendekatan perundang-undangan ini penulis gunakan dengan 

menelaah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan prundang-

undangan yang terkait dengan kedudukan Peraturan Daerah dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Dalam penelitian ini, penulis perlu membangun suatu konsep 

yang akan menjadi pedoman dalam menyusun pembahasan 

penelitian. Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk 

mencari jawaban atas isu-isu dalam sebuah penelitian hukum. 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.43 

Konsep yang dibangun oleh peneliti diperoleh melalui 

penelusuran terhadap sumber-sumber hukum sekunder, seperti buku-

buku hukum, artikel hukum, dan ensiklopedi hukum, yang 

diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan. Dengan 

mengadopsi pandangan dan doktrin tersebut, penulis dapat 

memperjelas dan menegaskan isu-isu penting yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

 
43 Ibid, hlm 57. 
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c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

 Penulis menggunakan pendekatan sejarah dalam penulisan Tesis 

ini. Pendekatan sejarah merupakan pendekatan dengan menelaah 

latar belakang sejarah terbentuknya landasan-landasan dalam suatu 

perundang-undangan. Menurut Johnny Ibrahim, setiap aturan 

perundang-undangan mamiliki latar belakang sejarah yang berbeda-

beda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah pembentukannya, 

para penegak hukum dapat memiliki pemahaman yang selaras dalam 

menafsirkan serta menerapkan aturan tersebut. Johnny Ibrahim juga 

menambahkan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu 

sistem, lembaga, atau regulasi hukum tertentu, sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan dalam interpretasi maupun penerapannya.44  

 Agar penulisan ini memiliki arah yang jelas, maka penulis 

menggumpulkan data dari studi kepustakaan, lalu jurnal dan literatur 

yang relevan dengan topik pada penelitian. Lalu pada penelitian ini, 

dengan adanya pendekatan sejarah, penulis berusaha untuk mengkaji 

perkembangan dan konteks historis yang melatarbelakangi 

permasalahan yang diteliti, guna memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang evolusi peraturan perundang-undangan yang ada. 

 
44 Johnny Ibrahim, 2010. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,, Malang: 

Bayumedia, hlm. 302. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari 

hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan 

bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut pendapat Peter Mahmud 

Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, 

walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder. Lebih lanjut Peter 

Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum 

secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang 

dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 

hukum sekunder.45 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang 

dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Leebih 

lanjut mengenai bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan Tesis 

ini adalah sebagai berikut: 

 
45 Muhaimin, Op.Cit., hlm. 60. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat, 

terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 

4. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan pada 

pembahasan penelitian ini.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk 

mendukung pembahasan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, 

jurnal, doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta sumber hukum 
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lain yang diperoleh melalui internet dan relevan dengan penelitian 

ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang 

digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus, 

ensiklopedia, internet dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu 

hukum dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam 

penulisan tesis ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. 

Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengumpulan 

bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan 

perundang-undangan terkait yang ada di Indonesia dan meneliti kumpulan 

bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan hukum.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan 

tesis ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan 

salah satu cara menganalisis dari data atau bahan hukum yang diharapkan 
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atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan.46 

Oleh karena itu, dalam analisis kualitatif, fokusnya tidak hanya pada 

pengungkapan kebenaran, tetapi juga pada pemahaman terhadap kebenaran 

tersebut.  

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Setelah semua data dikumpulkan data sekunder yang terdiri dari 

bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan 

melakukan inventarisasi dan sistematisasi47 terhadap peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Setelah bahan 

hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, selanjutnya 

dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan 

sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan hukum mengenai kedudukan Peraturan 

Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia yang 

ditinjau dari sitem otonomi daerah. maka teknik penarikan kesimpulan 

terhadap isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika 

berpikir deduktif. Maksudnya yakni menarik kesimpulan yang bersifat 

 
46 Muhaimin, Op.Cit., hlm. 106. 
47 Sugiono, 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan 

R&D, Bandung: Alfabeta, hlm. 147. 
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khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Seperti memulai dari asas atau 

prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.48 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Muhaimin, Op.Cit., hlm. 76. 
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